
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG
PAJAK RESTORAN

, f •

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,
pi

bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas dan
nyata dan bertanggung jawab,maka pemerintah daerah harus mampu
menggali sumber keuangannya sendiri sehingga dapat menyediakan
sumber-sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan;
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Menimbang :a.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
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b. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli
daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam
meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan
untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, disebutkan bahwa Pajak Restoran merupakan jenis pajak
kabupaten/kota;

TENTANG

PAJAK RESTORAN

d. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran di
wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara serta sebagai pelaksanaan
ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan
tentang Pajak Restoran dalam Peraturan Daerah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Pajak Restoran;

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
TAHUN 2011NOMOR. 10

Mengingat ; 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengadilan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);BAGIAN HUKUM

2012
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3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
dan

BUPAT1LABUHANBATU UTARA
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapakali dengan Undang4Jndang 12
Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

5, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK RESTORAN.
BABE

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adaiah Kabupaben Labuhanbatu Utara,

Pemerintahan Daerah adaiah Penyeienggaraan urusan Pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pemerintah Daerah adaiah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

1.
2.

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusl Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Proplnsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

3.

4. Bupati adaiah Bupati Labuhanbatu Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD,

adaiah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Dinas adaiah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

7. Kepala Dinas adaiah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

8. Kas Daerah adaiah Kas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adaiah kontribusi wajib

kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan Daerah bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

10. Pajak Restoran adaiah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh
restoran.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5161); !

11. Restoran adaiah Fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman
dengan dt pungut bayaran yang mencakup juga rumah makan,
kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa
boga/catering.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang lenis Pajak
Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau
Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5179); !
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Pasal 1
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f'asal 1C

{1) Pprn.ji'qufen P=j;ak dilarcng dirjr>roirgka.'l,
{2) Wqjij Pisjyk Ktiisnijn yeny menKnuhi ke'/rajiaan |3e-pfljaKan ser.din
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DASAJI FCKGEK.^fl. TARIF TATI CARA
PFKHIT'UNSAlN PAJAK

PasMl 4
{3J Pembayaran bnja^ JilakLksn darijan fi.i-al s«mrfrn

Paji* Dacraii

RiKSar' Pengeniwn Pajak Ue't-Tf'hn arifJBli jurnlah pgmbayaran yf diteriris
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PassI 11
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan

penyampaian SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan
Bupati.

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak,
Bupati dapat menerbitkan :

a. SKPDKB dalam hal :
Bagian Kedua

Surat Tagrhan Pajak
Pasal 131. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain,pajak

yang terutang tidak atau kurang dibayar.
(1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika :

2* jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka
waktu 15 (lima belas) hari dan setelah ditegur secara tertulis
tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan
dalam surat teguran.

3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang
terutang dihitung secara jabatan.

a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.

b, dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran
sebagai akibat salah bulls dan/atau salah hitung.

c. wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebap bulan
untuk paling Jama 15 (lima belas) bulan sejak terutangnya pajak,

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, dan tata cara
penyampaian STPD, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tata cara Pembayaran dan Penagihan

Pasal 14

(1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan
penyetoran Pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari
kerja setelah saat terutangnya pajak.

(2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan
jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar

agihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama
1(satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

(3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi petsy
yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajio
untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan
dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran,
dan penundaan pembayaran pajak

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula
belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak
yang terutang.

c. SKPDN jika jumfah pajak yang terutang sama besarnya dengan
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit
pajak.

(2) Jumlah kekurangan pajak terutang dalam SKPDKB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dikenakan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan
dihitung dari pajak yang kurang atau teriambat dibayar untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puiuh empat) bulan dihitung sejak saat
terutangnya pajak.

!

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi
administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari
jumlah kekurangan pajak tersebut.

pen

aratan
i Pajak(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika

Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum diiakukan tindakan
pemeriksaan.

tempat pembayaran, angsuran
diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan
Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada
waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa
kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak
ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau teriambat
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
dihitung sejak saat terutangnya pajak.

i
!

(2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa driaksanakan berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan.Pasal 12

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan SKPTPD,
SKPDKB, SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)
dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati,
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BAB VIII
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 16

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan harya kepada Bupati atau
pejabat yang ditunjuk atas suatu :

a. SKPDKB.
b. SKPDKBT.
c. SKPDLB.

Pasal 19
(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan

sebagian atau seluruhnva, kelebihan pembayaran pajak dikembaiikan
dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan
untuk paling lama 24 (dua pulun empat) bulan,

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimkasud pada ayat (1) dihitung sejak
bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian,
Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50%
(lima pulub persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan
keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum
mengajukan keberatan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi
administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen)
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan,

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian,
wajib Pajak dikenai sanksi adminisrtratif berupa denda sebesar 100%
(seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding
dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum
mengajukan keberatan.

\
Id. SKPDN; dan

e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketig;
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
dfsertai dengan alasan-alasan yang jetas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat
menunjukkan yang bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi
karena keadaan difuar kekuasaannya.

a berdasarkan
i yang berlaku.

(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar
paling sedikit sejumlan yang telah disetujui Wajib Pajak.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4") tidak dianggap sebagai
surat keberatan sehingga tidak drpertimbangkan.

BAB IX
PEMBETULAN, PEMBATALAN,PENGURANGAN KETETAPAN DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

(1) Atas Permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat
membetulkan, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB
yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/ataukesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu
dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Bupati dapat :

(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau
pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui
surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 17

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua betas) bulan sejak
tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas
keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa merterima
seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya
pajak yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
terlampau lama dan Bupati tidak memberi suatu keputusan,
keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 18

a, mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa
bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal
sanksi tersebut dikenakan karena keknllafan Wajib Pajak atau
bukan karena kesalahannya.

b. mengurangkan atau membatalkan SKPDKB,SKPDKBT atau STPD,
SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar.

c. mengurangkan atau membatalkan STPD.
d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang

dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang
ditentukan.

e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan
pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi
tertentu objek pajak.

(1) Wajib
^
Pajakdap

^
at mengajukan permohonan banding hanya kepada

ditetapkan olein Bupati.
t(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara

tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yancj jelas dalam
jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri
salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban
membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal
penerbltan Putusan Banding.

I
(3) Ketentuan leblh lanjut mengenai tata cara pengurangan atau

penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan
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ketetetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengar Peraturan Bupati. a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan

atau faporan berkenaan dengan tindak
perpajakan daerah agar keterangan atau
menjadi lengkap dan jefas.

b. menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah.

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan
daerah.

idana dibidang
tersebutIaporan

BAB X
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah
melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak terutangnya
pajak,kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang
perpajakan daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh apabila :

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau

b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung
maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung
sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung :
pada ayat (2) huruf b adalah wajib Pajak
menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya
kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pegakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dapat dtketahui dari pengajuan permohonan
angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan
olen wajib pajak.

d. memeriksa buku. catatan dan dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemenksaan sedang berlangsung
dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang
dibawa.

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
perpajakan Daerah.

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi.

j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran peny
tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai a
peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat fl) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan nasii penvidikannya
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Hukum Acara pidana.

sebagaimana dimaksud
; dengan kesadarannya

idikan
enganPasal 22

(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditaglh Jagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang
Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan
atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau
melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan
keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kumngart paling
lama 1 (satu) tahun atau aenda paling banyak 2 (dua) kali jumlan
pajak terutang yang tidak atau kurang aibayar.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan
keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah
dapat diptdana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang
yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XI
P E N Y I D I K A N

Pasal 23

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dl Jingkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat
pegawai negen sipil tertentu di llngkungan Pemerintahan Daerah
yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

SPTPD
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PENJELASAH

ATAS
Dswiiia swhag^ Tiana rtin:ak5ud daIan; Pa-sai 24 msMipakan persi in iaaa
Negara - PEKATUHAN DAEKAH KABUPAIEN LABUHANBATU UTAKA

NGMOIft 9 TAHUW 2011
P.̂ isai ?(i TtNTAHG PAJAK RtSTTORAN

Tiridak piderw d 0:dang perp£Ms4f§
nrcelannpaiii jarglra wakh.! (limaj taltun nejak saat tsr.itswiya fK;ak

tan iKirakliimya Mass Pajak atau LierakiHTiYC Bahian Tehur Paiak atau
l>arafchlrrya Talvir Pajak yana fcsrsarw <Litain.

SS'Srab tidsk dituniut SftBeJih
i, VKUM

Dalam ftangka pertyeienggaraan Pem&intahan Daerah berdassrkan
Undiung-Undang Nonmr 32 Taiiufi 2004 tentiing Pomerintflhan Daerati,
Pemerlntah E>aera& mcmpunyal hak dan kewajlban mennatur dan
msneurua Mndiri MUMa pemsrintahartttye «twi*k meningkatkcn
efiaiertsi dan efektiuitas. percyetenggaraan panerintahart dan ptiayanan
iicp^da [nsiyarakat.
Untuk mgnyelefiggarakgn pemerintahsn Eer*$but, daerah berhfrit
meng&na!tan pungutan kepada masyarakat yang barpedoman dorigan
ketcnhian Uitdang-Undang ierAang Pajak Paerah dan Retribusi Daerah.
f^&kseinsort pemurjguteri P*jak Pacr*h harue (Jisctapkaii daiftirt fuatu
Paraturan Daerah ^ang mangacu bepada ketantuan Undang'Undaiig
Nomne 2& Tahun 20QQ tentang Pajak Qâ rah flan Retribusa DaeralL
Menunrt Undnrg~Uroja{*g Earner 23 Tahun tersebutr penetapnn
jenis Pajak Daerah beraifet dose Met {dfiftar tutup)^ arfctayA dituar jenis
Pajsk Daarah yang riilurtapkaft Unda îg-ijiidaiig Nontor 2£ tattun IDO#
tidab diamingkirckan ntelakukar; pentungutan jenis pajab laitmya.
Pefrtbatassn tetiiartap kewenangan Pefnertmtah baersli untuk
menetApkftn jjenii p^jak daerah barn beHpjuAst untuk rttemberibArt
hspastian tepada masyarakat dan duttia usaJia yang pada akliltvtya
it spat inertingkatLan kesadaran niasyarakaS dalam memenuhi kewajihan
pernajakfsnnya.
Untuk maningkatkan akuntabilitas panyslgriggacaan p£niertatahr
Ucidang-Uredang rtottnar 7M Talwn 200S wembeH kewenangan ystw?
lebih tfessr kepada pemoriittiih d^cargh dalam bldRitiy pRrpajuksHi yedUi
dengian ffmemperluas bast pajak daerah dan inembfitikan kewenflrtgan
k<>patja tfaarah dalairt pan«eapan iatlf.
Perluissan feasis pajak tersubut mdiputi pedvasan cakupgn dalam pajak
daarah dan pensKMbaftsn Jcnls pajak bsru. Psrisjasan cakupsn dalam
p^jakd^ar îii m l̂ipub p^jak Restcran yang dipdriuag filngga jn&rn̂ kup
pelayatian luting, sea^gan adanya perlu ŝan basis petals,
^snnerintabjin daeruli m«inkip ptraturan daerab ini inen«i4pir<in tsirlf
jsrUf pejak yang dlK9ualkan tf̂ ngan kondl̂ maByarakat agar tidak
RiEfHfijaraUwiffi dan tidak rmngsangBU ka&tabilan iklini inve&tesi
didaerah.
Dengen dSherlakukttnRyb Pbra&iRM Daerob ini, ^cjaian d^ngan adanyn
peningkstan baeif pegek daerah dan diskresi dalam pen«tspari larit
dihctriiplran (iqjjt meoiiKjlr̂ kjin Pentjsp t̂art Adi [PAR)
sehtngga daerah santnktr mampu mamblayai setid^rl kshutuhan
P«ng«SuBtannyn dalBtit Kienyeleiiggarakaft Pemerlntahan dan
Pernbangunsn. serta da^Bftntengunungi ketergantungan daerah teriiadap
dan# alt*«si dsiri Pflmeriiitaii Plisat.

BAS Xi£l
KIT^NTIî PmiSTii?

P««l 27

SeLerituan lebili lanjul m^nGsn^i l̂ knis; Dder^fi ini
jiatur dengjn PTyakiran Bupal

Pssal 2a
i>waCLirarb Daerart ml nu!a bflrlakj pada taiggal tHursdjrckan.
Agnr sr-tian nnnn î fingnt,inuinyn. ricrrrPrnt.ink.iri p^nguiklnn^in
Per-atu^n paerdh ini defigsn (j^iempsfennyfi ^lam Ijenta’isn ligerflii
î 'ugaten letuhantjatu utaia,

Ditetapkan : d Aek Kanopan.
pada jar^gal : 2b Jiili 2C1L.
SiJPftTS LABUHANBATH UTARJ^flt-Clp

KKARUDD3W SVAH
DiLjndangkan di Aek Ken^Liri .

psdl$ teng^al 2.9- Juii 20LI.
SEK&ETASIS DAERAH KA&UPATEN

din,
AM R A «

LEM8AKAH DAERAH KASUPAIINlArJUMANSATU UTARA TAHLINI CTl- NOHUR LO

£alinsn SHUSI Bdinya.r
KEPALA &mim HUKUK

BATU UTARAScTsJA

YPUTI^ZULAD, AP
RENATA TIL 1
NIP.ir/7G2G& 1995111001
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PA5AL BBMI PASfil
P»*ftl 1

Cifiiup jeia.5.

P*asal 14
Kebarituanh ini nwangaiui panerbftaii sural betetapan pa;jk atai
pajah yang drhsyrir sendiri. Ptsnerhilsn smut iketetapan p^jab
dituiukan kepada wajlb pnjak t»rtentii yatwi dlseetisblcan gleh
kttidakbenaran dalam pc^isian SPTPt> atan hater urlemufcannya
data fekaltkfck dilapcrtkan cleh wajib pajak.
Ayat ft)
Ketantuan ini member! kervenanya!* kepatia Bupab uniAik dapat
rttesflerbitfean SKPE’SKEi, SKPftKBT 3fen EKFBW han^a tcrfŝ rfap Irasus-
kasus tertsntu, dangan peftcataan lain hanya terhadap wajib pajfak
tertantu yang nyata-nyata ottu bendasarkan hash pcmsrifcsaiin tiitefc
m&rtenuhi tawajiban formal dan/abau kewajiUan material*
CfmtPb :
1, Saorang w^jib pajak tidsH nienyampaikan SPTPO pada tahun

paiak 2EQ9. Sebeiah ditegur daism jaiigSia waktu lartcntu jugs
Saturn menyampaikan SPTP&, maka dalsni VJaktu paling
tarns 5 (lima) Tahun Bupatj dapat rnanerbirtan SKPDKB atas
parjak yang ecrutang,

2* Sprang vrojib pajak tncnysmBalkan Ef'TP'D pads tahun psfak
ZtJiW. ftalam jangke vwktu paling lama 5 (lima) tahun, temyata
dari huai! pemerikMian 5PTPU yang disnanpaikan tidak banar.
Atas paja yang terirtang kurang fcayat tfirsebtit, Supsti dapat
rnenerhiticaii KKPDKB ditisrnbaft denijqn»nk? rHlriinî triftif,

3. WaJIb pajsk sahagatoiara dlinaksud dalain cantoli yang teiah
diurbitkan SKPttKB, apabila dalam jangata waktu paling lama 5
(lima) tahun Arandafe pjjjik yang toi^ita'tg ditemukan data bam
dait /atau dah yang semula heium teimr^kfip yang incrtycba6lwn
penambstian Jumlah yang terutang, Bupati dapat
smenerbitksn SKPDKST.

4. Wajib pajak berd&ssrkaR ha*il pemerfksaan Bupafl temyafa
Junrbtb pajak yang temtang nama besatr.ya d#ngan Jumiah kifldlt
piijak aten pajak tidak tarutang dan tidak tida kradit p^jsk,
Biipati tfapat menerbitkan SKPDN.

Pus*!
Cukup jasan.

Pasal 1
Cufcup j*iiss.

Pt®nl 3
Cukup jalas.

Puar 4

Cuhup jclas.
Puwi 5

Sukup|eJa$.
Paul

Gufeup jeSas.
Paul ?

Gukup jalae.
Pasnl ft

Cufclip jalSE.
Pa;tal 9

Cnhup jelB?.
Pasai 10

Ayst (l)
Gukup jelas,
Ayat (2)

Wajib pajalk yang mettKiiuhi kewajibEnnya dengan care m^mbayar
nandlrif diwqebkan malapcrkati pajalc yang temhtreg d^n^an
mait^unalcpu SPTPH1. Sika wajib pajak yang (fiber! kcpcrcaysan
msflgMftung, irtemperMtungkairy, (nGrrsbayaE1 dan melaporkan seitdiri
pajak yang t«rutsng tidak memenuhl (ww f̂lbannya ^bagaimana
maitirtyb. dapat d&erb&kan SKPDKB dan/atau SK¥l>KiaT yang
meiijfidl sarana pgrtagilsan.
ftyot (3)
Cukup jalas.

PaESI 11
Cukup Jajai.

Pitt! 13

Cukup JelB9 >

P*MI 13
Cukup jeSas.

Hunif b
Angkal)

Gukup jdas.
Aitgka Z)

Cbkupjelas.
Angka 3)

vsny dimafcsud dc^n^an peneiap^n giajak ^ecar?! jatutan
adafeb pvitetapan hcsarny» pnjak becutang yang dllakukan
olcb Bupatj atau pajabrat yang dituiijuk berdaNarkan d«$a
yang ada atau keterargan lain yang dimiliki Bupati atau
pejabat yanq ditunjuk.



- is -
Hitmf b

sf^al
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jeias.

Pasai 23
Cukup jela±.

Pasal 21
Cukup jelH£.

Pssfll 22
Cukup js!as

Pagal 23
AVBt (1)

Cukup jeias.
AVRt (2)

hum!a
Cukup jelas*.

Huruf b
Cukup jtilas.

Huruf e
Cukup j&lai,

Huruf d
Cukup jeias,

Huruf e
yang tiittt&ksud dtngari isotirtlsf tertanfu objjcSt pajalr arfara
lain, iahan pentznlan yang sartgal torbatae, bangoron
diternpati senfliri yang dikuasal atau dimilika aleh golcngan
wajlb pajak tertentu.

Cukup jelaa,

HUratf C

Cukup jelas.
Ayat {2)

Ketentuart itu mengabur sanksi terftadap wnjib pjgak yang tidafc
wemfwulii ScenrdjibeiM pcrpajakaimya yaiLii nsen^enakan sanlai
stiminist^hf hemps fcunga sebusar 2 %(tins pers«n) s«liuian dari
pajitk YBIKJ May terlambsit riSbsyar unfcik janglca vwkui paling
lama 24 (due puliA empnt} bulan adss psjak y%ng tsrtafc atau
terlanibat dibayaj, Banks! sdmfnistratff betrupa bunga dihitung sjtjafc
saat fcEnrtantgnya psjak sampai rfengan ditjemitkartnya SKPflKB,

Ayat (3J
Dalam fral wajiti pajah tidak memenuhi kEwajiban perpajakaunya
sebagairnaup dirnaksud pads (I] huruf b, yaitu dcngan
diteroukannya data baru dan/alau data yang Simula balum
temigkap yang harassl dari nasi: p^itieiiksstar savingga sajak yang
terutanp ircitarvtbali, mzk& let-hadap wa/jib pajak dikanakaa samk&i
administratif berupa keiiaikan lGGA£t {stratum persw) (lari jumiab
kekurangan ptijafc Sank*! Brimlnlstratif Inf ddak dfkcnakan apab£la
waflb parjak nteiap4<rfc«nnya rehelum diadakan tlndakam
pamaitksaanr

Ayat < 4}

Cukup jjelas.
AyaMS)

ftalam hai wa|lb palate ttdak tremcnuh) kgwajiban perpajakannya
s^bagaimana dimaksud pads ayM (1) huruf a angka 3), yaitu wa?b
pajafc Udak mengisi SPTPEJ yang sahariKnya ditstapkannya,
dikenakan sanksi adminisfratif berupa kpisaikan pajak setsesar 25 %
{dua puluh Hma person} dnrl pokt?k ptsjakyeng teimtang.
Ualam kaaus ini Bupati mecifitapkan pajak yang terutang s«cara
jattatan nneinlui p^nertiitan SKfDKH,

Salaln sanksi administî tlf berupa k«fia!kan »b«SHr 2S % (dua
puluil lima persan} dari pokak pjUak yan9 t^rutang juga dakenakan
sjtn$H:i administratis berupa bunga frebesasr 1^{idua pfcw ) sgliiridn
dihituotg dari pajdh yang hurarig atau teitarntjat dibayar untuk
jfsngta wektu palling lama 24 {dua pi^uh empat) bulan. 5anksi
administtati? !>ertjpa issjn^s <dihHUing s«jak saat t«nitangnya pajak
Sadipai dencjan rirteibitkanrtya S 9TPDKK.

Ayat {3>
Cidtup Jesas.

Paul 24
£U&UEI jefas.

Pasal 25
Cukup jiclaE.

Pasal 1$

Cukup jelas.
Psaal 21

Cukup jelas,

Pasal 24

j

Pasa! 15
Cukup jalas.

Pasal IS

Cukup jelas.
f'assl 17

Cukup jelas.



m.
Ciikjup Jjelas.

Pasal 29
Cukup jelas,

Pasa! 30
Cukup jeias.

Pass! 31
Cukup jelds.
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